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KOTA BATAM
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Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BATAM,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
ayat (2) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40
Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam dan berdasarkan ketentuan
Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2OI8
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
yang menyatakan bahwa setiap Kepala Daerah perlu
menetapkan koordinator Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan Nota Dinas Sekretaris
Daerah Kota Batam Nomor
8S4lND/ORGS/VIl2022, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota
Batam;

: 1. Undang-Undang I'tromor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
ilo-ot 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 39021 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
ilIo*ot 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a880);

2. Undang-Undang
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII
irlomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

itlorrror 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan baerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara ,Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana 1elah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indoneiia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573l'1,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor It4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5837) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OI9
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomoi 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
illo*ot 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7
tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (Lembaran

Neglra Ripublik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oa\;

Peraturan Presiden Nombr 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor I82h

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

illo*ot 20g6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2Ot8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlB Nomor 157);

3.

4.

5.

6.

7.

8.Peraturan...
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Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2OI4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2OL4 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2Ot4 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2Ot9
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Batam Nomor 6 Tahun 2OI4 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2OL9 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 1 Tahun 2O2l tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2O2t Nomor 1);

Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2O2I
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam.

MEMUTUSKAN:

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA BATAM.

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah
Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tim Koordinasi se"rag.aimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

a. Memberikan pembinaan dan pengarahan dalam
pelaksanaan pengelolaan SPBE; dan

b. Menetapkan kebijakan tugas dan tata kerja Tim
Koordinasi SPBE.

9.

10.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

2. Ketua

a. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi
kebijakan tugas dan tata kerja Tim
SPBE;

b. Mengkoordinasikan Pen)rusunan
SPBE;

penerapan
Koordinasi

arsitektur

c. Mengkoordinasikan
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c. Mengkoordir.asikan layanan pemerintahan; dan

d. Mengkoordinasikan SPBE dengan instansi pusat
dan Pemerintah Daerah lain.

3. Wakil Ketua

a. Membantu mengkoordinasikan dan sinkronisasi
penerapan kebijakan tugas dan tata kerja Tim
Koordinasi SPBE;

b. Membantu mengkoordinasikan pen5rusunan
arsitektur SPBE;

c. Membantu mengkoordinasikan
layananpemerintahan; dan

d. Membantu Mengkoordinasikan SPBE dengan
instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.

4. Sekretaris

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana
program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;

b. Mengkoordinasikan penerapan program dan
kegiatan Tim Koordinasi SPBE;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;

d. Mengkoordinasika npenJrusunan laporan
pelaksanaan koordinasi Tim Koordinasi SPBE;

e. penatausahaan, pengarsipan dan dokumentasi
dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE;

f. penyiapan data dan informasi yang diperlukan
oleh Tim Koordinasi SPBE; dan

g. penyelenggaraan, pengelolaan, dan fasilitasi
kegiatan Tirr Koordinasi SPBE.

5. Anggota

a. Bidang Proses Bisnis, Layanan dan
Akuntabilitas Kinerja Organisasi:

1) Koordinasi pen5rusunan, pemantauan dan
evaluasi arsitektur proses bisnis dan layanan
SPBE;

2) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi
integrasi dan inovasi proses bisnis dan
layanan SPBE; dan

3) Koordinasi penyusunan Akuntabilitas Kinerja
Organisasi.

b.Bidang...
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b. Bidang Perencanaan, Data & Informasi, TIK,
Keamanan, Manajemen Perubahan dan Audit
TIK

1) Koordinasi perumusan, pemantauan dan
evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah
Kota Batam;

2l Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi
penyusunan perencanaan SPBE;

3) Koordinasi penyusunan, pemantauan dan
evaluasi arsitektur data dan informasi SPBE;

4l Koordinasi dan sinkronisasi data dan
manajemen data SPBE;

5) Koordinasi penyusunan, pemantauan dan
evaluasi arsitektur aplikasi, arsitektur
infrastruktur dan arsitektur keamanan
SPBE;

6) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi
penyiapan pembangunan dan pengembangan
infrastru<tur dan aplikasi SPBE;

7) Pengelolaan Pusat Data SPBE;

8) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi
keamanan informasi SPBE;

9) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi
penerapan manajemen perubahan; dan

10) Koordinasi pelaksanaan Audit TIK.

c. Bidang Penganggaran, Keuangan, Pengelolaan
Barang Milik Negara dan Manajemen Aset

1) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi
penyusunan penganggaran dan keuangan
SPBE; dan

2) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi
pengelolaan barang milik negara dan
manajemen aset SPBE.

d. Bidang Pengawasan Internal, Pengaduan
Layanan Publik dan Manajemen Resiko

1) Koordina-si, sinkronisasi dan konsultasi
penerapan pengawasan internal;

2l Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi
penerapan pengaduan layanan publik; dan

3) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
dan penerapan manajemen resiko.

e. Bidang. . .
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e. Bidang Keprya:aaian, Kinerja Pegawai,
Manajemen SDM dan Manajemen Pengetahuan

1) Koordinasi" sinkronisasi dan konsultasi
penerapan layanan kepegawaian dan kineda
pegawai;*dan

. 2l Koordinasi dan -€'n'krom'isa,si" 6ren6r'"1s.:n'ala dalr'
penefapanMarc@sE}0da{rollMnro4iemnerrn
Fengetahrran"

f. Bidang Kearsipes, Ferizinan, Kependudukan &
Catatan Sipit

1) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi
penerapan la:r*,me hffiilxnn, pmiuinoan'
kependuduka-e dan mtabaa silxfrl-

g. Bidang Pendidil<anfu Kffio
1) Koordinersi, sinkronisasi dan konsultasi

penerapan layanan Pendidikan dan
kesehatan.

h. Bidang Jaringan Dokumentasi & Infomasi
Hukum dan Fengad*nn Barang & Jasa

1) Koordinasi dan sinkronisasi penyru$rnan
dan penerapan laYanan Jaringart
Dokumentasi & Informasi Hukum dan
Pengadaan Barang & Jasa.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIICTUM
KESATU melaksanakan tugas sesuai program kerja
yang telah disusrm dan melaporkan perkembangan
kepada Wali Kota scam berkala setiap semester.

Segala biaya yaag timbul atciudt ditetapkannya
Keputtrsan ini dibebankn pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah {APBS} Kota Batam.

Kepuhrsan ini berlatm peda tangaf ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
a tanggal 4 guri $a')

A BATAM,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 3tS TAHUN 2022
TANGGAL : QQ$IIgo9

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA BATAM

NO. JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM

1. Wali Kota Batam Pengarah

2. Wakil Wali Kota Batam Pengarah

3. Sekretaris Daerah Kota Batam Ketua

4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota
Batam

Wakil Ketua I

5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Batam

Wakil Ketua II

6. Asisten Perekonomian
Daerah Kota Batam

dan Pembangunan Sekretariat Wakil Ketua III

7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Sekretaris I

8. KotaKepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Batam

Sekretaris II

Bidang Proses Bisnis, Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1" Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Batam

Koordinator

2. Sub Koordinator
Laksana Bagian
Batam

Urusan Pelayanan Publik dan Tata
Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Wakil Koordinator

3. Sub Koordinator Urusan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Batam

Anggota

4. Sub Koordinator Urusan Kelembagaan dan Analisa
Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Batam

Anggota

Bldang Perencanaan, Data & Informasi, TIK, Keamanan, IVlanaJemen Perubahan dan
Audit TIK

1. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian,
Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

Koordinator

2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam

Wakil Koordinator

3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Batam

Anggota

4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Daerah Kota Batam

Anggota

5. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan
Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan
dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah
Kota Batam

Anggota

6. Kepala Bidang
Komunikasi dan

Penyelenggaraan E-Government Dinas
Informatika Kota Batam

Anggota

7. Dinas Komunikasi danKepala Bidang Statistik
Informatika Kota Batam

Anggota

8. Sub Koordinator Urusan Tata Kelola E-Government
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Anggota



9. Sub Koordinator Urusan Pengembangan Aplikasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Anggota

10. Sub Koordinator Urusan Infrastrul:tur dan Teknologi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Anggota

11. Sub Koordinator Urusan Persandian Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Batam

Anggota

12. Sub Koordinator
Sektoral Dinas
Batam

Urusan Pengumpulan Data Statistik
Komunikasi dan Informatika Kota

Anggota

13. Sub Koordinator Urusan Analisis dan Pengolahan Data
Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam

Anggota

14. dan
dan

Sub Koordinator
Statistik Sektoral
Kota Batam

Urusan Kerjasama
Dinas Komunika.si

Penerangan
Informatika

Anggota

15. Sub Koordinator Urusan Data, Perencanaan Program,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan
dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah
Kota Batam

Anggota

16. Sub Koordinator Urusan Analisis Pemerintahan,
Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan dan
Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota
Batam

Anggota

Bidang Penganggaran, Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan ManaJemen
Aset

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Batam

Koordinator

2. Kepala Bagian Perencanaan
Daerah Kota Batam

dan Keuangan Sekretariat Wakil Koordinator

3. Kepala Bagran Umum Sekretariat Daerah Kota Batam Anggota

4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Batam

Anggota

5. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan
Keuansan dan Aset Daerah Kota Batam

Pengelolaan Anggota

6 Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Batam

Anggota

7" Kepala Bidang Aset Badan Pengelolean Keuangan dan
Aset Daerah Kota Batam

Anggota

Bidang Pengawasan fnternal, Pengaduan Layanan hlblik dan Manajemen Resiko

1. Inspektur Daerah Kota Batam Koordinator

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Wakil Koordinator

3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam Anggota

4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kota Batam

Anggota

5. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kota Batam Anggota

6. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kota Batam Anggota

7. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kota Batam Anggota

8. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kota Batam Anggota

9. Informasi Publik dan
dan Informatika Kota

Kepala Bidang Pengelolaan
Persandian Dinas Komunikasi
Batam

Anggota



10. Sub Koordinator
Kemitraan Dinas
Batam

Urrrsan Pengelolaan Aspirasi dan
Komunikasi dan Informatika Kota

Anggota

Bidang Kepegawaian, KinerJa Pegawai, ManaJemen SDM dan ManaJemen
Pengetahuan

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Batam

Koordinator

2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi
dan Fasilitasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Dava Manusia Kota Batam

Wakil Koordinator

3. Kepala Bidang Mutasi,
Badan Kepegawaian dan
Manusia Kota Batam

Kepangkatan
Pengembangan

dan Promosi
Sumber Daya

Anggota

4. Kepala Bidang Pembinaan, Penilaian, Perjanjian Kinerja
dan Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

Anggota

5. Badan
Daya

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Manusia Kota Batam

Anggota

6. Sub Koordinator Urusan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Batam

Anggota

7. Sub Koordinator
Jabatan Bagian
Batam

Urusan Kelembagaan dan Analisa
Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Anggota

Bidang Kearslpan, Perizinan, Kependudukan & Pencatatan Sipil

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Koordinator

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Batam

Wakil Koordinator I

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Batam

Wakil Koordinator II

4. Kepala Bidang Kearsipan
Kearsipan Kota Batam

Dinas Perpustakaan dan Anggota

5. Koordinator Urusan Perizinan Penanaman Modal,
Ekonomi dan Sosial Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Anggota

6. Koordinator Urusan Perizinan Pembangunan,
Lingkungan Hidup dan Utilitas Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Anggota

7. Koordinator Urusan Promosi, Data dan Informasi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam

Anggota

8. Koordinator
Pengaduan
Penanaman
Kota Batam

Urusan Pengawasan, Pengendalian dan
Penanaman Modal & Perizinan Dinas
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggota

9. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Anggota

10. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Anggota

11. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Anggota



Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam

12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan Dinas Kependudukan dar* Fecatatarra
Sipil Kota Batam

Anggota

Hdeng Fendtdilan d**. h*tu
1. Kepala Dinas Fendidikan Kota Batam Koordinator

2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Wakil Koordinator

3. Direkur UPTD RSUD Embung Fatinah ;nda Dinas
Kesehatan Kota Batam

4. Kepala Bagran Kesejahteraan Rakyat *Maiaf Baerah
Kota Batan

nnggta

Btdang Jartngaa Dokum,entasl & Informasl Fu*nrm dan Pengadaan Baraag & Jasa

I. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam Koordinator
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jas Se$cefiryi*

Daerah Kota Batam
W'aId Kocdinarm

3. Sub Koordinator Urrsan Bagan hkurcmtasi dm
Penyrluhan Hukum Bagan Hukum Sels.dariat Daerah
Kota Batarn

nng$a

4. Sub Koordinator Unrsan Bagian peag*olaen Layanan
Pengadaan Secara Efektnonik Bagian kngadaan Barang
dan Jasa. Sekretariat Daerah KotaBat*na

Anggota


